
 
 

 
 
 
 
 

BUPATI PASAMAN BARAT 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 
NOMOR 6 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PASAMAN BARAT, 
 
Menimbang 
 
 
 
 

: a. bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan 
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud huruf a, diwujudkan dalam anggaran 
pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana keuangan 
tahunan daerah yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, 
selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk 
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja 
daerah sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat 
 

: 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pera-
turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesi Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 
dan 

BUPATI PASAMAN BARAT 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan 
 
 
 

: 
 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut-

nya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 
 

Pasal 2 
APBD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 
1.406.404.187.187,00 (satu triliun empat ratus enam miliar 
empat ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu 
seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas: 
a. pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 

1.240.933.235.247,00 (satu triliun dua ratus empat puluh 
miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga 
puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah); 

b. belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.  
1.406.404.187.187,00 (satu triliun empat ratus enam mil-
iar empat ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh 
ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah); dan 

c. penerimaan pembiayaan Daerah direncanakan sebesar 
Rp. 165.470.951.940,00 (seratus enam puluh lima miliar 
empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh 
satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). 

 
Pasal 3 

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a, terdiri atas: 



a. pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 
131.060.214.925,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam 
puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus 
dua puluh lima rupiah); dan 

b. pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 
1.109.873.020.322,00 (satu triliun seratus sembilan mil-
iar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu ti-
ga ratus dua puluh dua rupiah). 

 
Pasal 4 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
b, terdiri atas: 
a. belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 

1.043.317.042.429,00 (satu triliun empat puluh tiga mil-
iar tiga ratus tujuh belas juta empat puluh dua ribu em-
pat ratus dua puluh sembilan rupiah); 

b. belanja modal direncanakan sebesar Rp. 
181.278.133.537,00 (seratus delapan puluh satu miliar 
seratus dua dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus 
tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); 

c. belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 

d. belanja transfer direncanakan sebesar Rp. 
176.809.011.221,00 (seratus tujuh puluh enam miliar 
delapan ratus sembilan juta sebalas ribu dua ratus dua 
puluh satu rupiah). 

 
Pasal 5 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2 
huruf c terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 
165.470.951.940,00 (seratus enam puluh lima miliar em-
pat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh sa-
tu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan 

b. pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Dae-
rah direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); 

 
Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan 
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Pera-
turan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk 
keperluan mendesak. 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selan-
jutnya dimasukan dalam APBD. 

(3) Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat meng-

ganggu kegiatan pelayanan publik. 



(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; dan/atau 

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan. 

(6) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 7 
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari atas : 
a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;  
b. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

urusan pemerintahan Daerah dan organisasi perangkat 
Daerah; 

c. lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan 
Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

d. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan 
pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan 
beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; 

e. lampiran V rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan 
dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan 
standar pelayanan minimal; 

g. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana 
pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD; 

h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub 
kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan 
prioritas dan plafon anggaran sementara dengan APBD; 

i. lampiran IX sikronisasi program prioritas nasional dengan 
program prioritas Daerah; 

j. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per 
jabatan; 

k. lampiran XI daftar piutang Daerah; 
l. lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan 

investasi Daerah lainnya; 
m. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan 

pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain; 
n. lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak; 
o. lampiran XV daftar dana cadangan; dan 
p. lampiran XVI daftar pinjaman Daerah. 
 

Pasal 8 
Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan 
Bupati. 



 
Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 
 

 
Ditetapkan di Simpang Empat 
pada tanggal,  31 Desember 2023                     
 

BUPATI PASAMAN BARAT, 
 
 
 
 

HAMSUARDI 
 

Diundangkan di Simpang Empat 
pada tanggal,  31 Desember 2023                    
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASAMAN BARAT, 

 
 
 
 

HENDRA PUTRA 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 6 NOMOR 2023 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI 
SUMATERA BARAT : (6/130/2023) 
 

Jabatan Tanggal Paraf 
Wabup   

Sekda   
Asisten Pem   
Ka.DPMN   
Kabid   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 
ATAS 

  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 

NOMOR 6 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 
 

I. UMUM 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 

rencana keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah. APBD dapat dijadikan sebagai 
sarana komunikasi Pemerintah Daerah kepada Masyarakat mengenai 
prioritas pengalokasian yang dilakukan Pemerintah Daerah setelah 
berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga 
komponen utama yaitu pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan 
pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari pos pendapatan 
asli Daerah (PAD), pos dana perimbangan, dan pos lain-lain 
pendapatan Daerah yang sah. Didalam pos PAD ada komponen pajak 
Daerah dan retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan 
utama dari pemerintah Daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib 
pajaknya. Selanjutnya untuk dana perimbangan merupakan dana 
yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai 
perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber 
pendapatan yang diperoleh dari Daerah tersebut dan pemerintah 
pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah 
lain yang berupa komponen dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 
pemda lainnya yang ada di dalam pos lain-lain pendapatan Daerah 
yang sah. 

Komponen belanja Daerah merupakan perwujudan pemerintah 
Daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. 
Terdapat empat pos utama di dalam belanja Daerah yaitu pos belanja 
pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, dan pos 
belanja lainnya. Melalui belanja Daerah ini diperoleh informasi 
prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah Daerah yang dapat 
berdampak pada kesejahteraan warganya. Dalam APBD, Pemda 
dapat merencanakan defisit atau surplus APBD. Pada kenyataannya, 
di dalam dokumen APBD seringkali terjadi defisit Daerah. Defisit 
Daerah dapat ditutup dengan pembiayaan Daerah. Pembiayaan 
Daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. Pemerintah Daerah memiliki 
kecenderungan untuk menutup defisit Daerah dari Sisa Lebih 
Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau 
dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang 
berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan 
juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh 
pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran 
pokok utang. 

APBD merupakan salah satu agenda rutin Daerah sebagai bagian 
dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka 
terlaksananya penatausahaan keuangan Daerah secara optimal, 
transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.   APBD pada prinsipnya 



merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun 
berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target 
pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta 
menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun 
sisi belanja dan pembiayaan Daerah. 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2  
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

Pasal 5  
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup Jelas 

Pasal 9  
Cukup jelas 

 



Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 06 Tahun 2023

Tanggal : 31 Desember 2023

KABUPATEN PASAMAN BARAT

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 131.060.214.925,00

4.1.01 Pajak Daerah 36.290.534.302,00

4.1.02 Retribusi Daerah 73.919.152.658,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.482.828.310,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 12.367.699.655,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.109.873.020.322,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.046.170.939.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 63.702.081.322,00

Jumlah Pendapatan 1.240.933.235.247,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.043.317.042.429,00

5.1.01 Belanja Pegawai 598.134.504.693,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.891.299.922,00

5.1.05 Belanja Hibah 58.226.237.814,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.065.000.000,00

5.2 BELANJA MODAL 181.278.133.537,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.852.120.956,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.879.121.345,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.309.571.236,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.877.320.000,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.360.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00

5.4 BELANJA TRANSFER 176.809.011.221,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 4.008.982.721,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 172.800.028.500,00

Jumlah Belanja 1.406.404.187.187,00

Total Surplus/(Defisit) -165.470.951.940,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 165.470.951.940,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-04 08:38:22 Halaman 1



KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 165.470.951.940,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00

Pembiayaan Netto 165.470.951.940,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-01-04 08:38:22 Halaman 2

Kab. Pasaman Barat, 31 Desember 2023

H. HAMSUARDI

Bupati Pasaman Barat


